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BEBERAPA MAS-ALAH DALAM PERUNDANG -
UNDANGAN JANG CHUSUS MENJANGKUT
UMAT ISLAM

Didalam masjarakat terdapat orang2, jang mendjadi anggota
masjarakat itu, dan terdapat pula golongan2. Masing2 orang dan
masing2 golongan itu mempunjai kepeatingan2 jang tentu sadja
dipertahankannja dengan daja dan dana jang ada, Sedangkan ke-
pentingan2 itu, kadang2 bertentangan dengan kepentingan crang
atau golongan lain. Kalau masing2 orang atau masing2 golongen
konsekwen mempertahankan kepentfingannja jang sifataja demi-
kian itu, tentulah terdjadi sengketa. Demi adanja ketenangan dan
kerukunan hidup antara semua anggota masjarakat itu, perlu di-
hindari sengketa? dan setidak-tidaknja harus ditjari tjara penjele-
saiannja sehingga sengketa itu dapat diachiri. Untuk inilah malka
diadakan peraturan-peraturan jang mendjadi pedoman sehingga
seseorang atau sesuatu golongan dalam mempertahankan kepen-
tingannja, djangan sampai mengganggu kepentingan orang atau
golongan lain. Teori ini djuga berlaku terhadap pertentangan antara
kepentingan golongan pendjadjah dan golongan jang didjadjah. Tni
dapat dibuktikan dengan adanja Aturan Pengawasan Pengadjaran
Agama Islam jang terkenal dengan Ordonansi Guru th. 1805 jang
diumumkan dalam Stbl. 1905 Neo. 550.

Ordonansi Guru th. 1905 itu antara lain berisi :

1. Setiap orang jang hendak memberi pengadjaran Agama Islam
kepada orang lain selain jang tinggal dirumahnja, sebelum me-
lakukan pekerdjaan itu. wadjiblah meminta izin :

a. di Djawa dan Madura kepada Bupati atau Patih jang ada
kekuasaannja sendiri, jang berkuasa ditempat orang hendak
mengadjar itu ;

b. di Tanah seberang kepada Kepala Bumiputera atau amtenar
pemerintahan jang ditundjuk untuk itu oleh Kepala peme-
rintahan gewest, ditempat guru hendak mengadjar itu.

9. Penerimaan murid jang berasal dari luar gewest, disjaratkan
adanja pengiriman indentiteit (tanda pengenal diri) dari murid
itu kepada pemerintah gewest tempat peladjaran itu diadakan.
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3. Pembatasan djumlah guru Agama itu.

Dua puluh tahun kemudian, jaitu pada tahun 1925, pengawasan
pengadjaran Agama Islam itu diperingan dengan keluarnja Stbl
1925 No. 219. Dalam ordonansi th. 1925 ini terdapat banjak peru-
bahan, antara lain :

1. kewadjiban minta izin diubah mendjadi kewadjiban memberi
tahukan,

2. kewadjiban mengirimkan indentiteit murid dari luar daerah
dihilangkan dan ditjukupkan dengan apa jang diatur dalam pa-
sal 29 Reglemen Bumiputera.

3. pembatasan djumlah guru dihapuskan.

Adanja peraturan sematjam ini, meskipun lambat laun diperi-
ngan, sudah terang untuk mendjamin kepentingan golongan
pendjadjah. Golongan ini takut, kalau2 guru2 pengadjaran Agama
itu mengadjarkan atau menanam permusuhan dengan mereka da-
lam djiwa murid2, karena mereka tahu bahwa semangat keislaman
merupakan faktor jang sangat penting dalam berlarut-larutnja
perlawanan rakjat Indonesia terhadap pendjadjah Belanda.

Ini sudah dibuktikan oleh perlawanan Pangeran Diponegoro
di Djawa, perlawanan Tuanku Imam Bondjol di Minangkabau, per-
lawanan Teunku Tjik Ditiro dan Teunku Umar Djohan Pahlawan
di Atjeh.

Sedjak tahup 1908 bentuk perdjuangan berubah dari perdju-
angan bersendjata tadjam mendjadi perdjuangan dengan organisasi
sampai tahup 1945, Sedjak tahun 1945 sampai dengan tahun 1949,
kembali lagi perdjuangan bersendjata. Selama perdjuangan itu,
sudah banjak korban jang djatuh. Semua pedjuang berdjuang untuk
merebut kembali kemerdekaan jang sudah hilang. Tetapi kemer-
dekaan itu bukanlah tudjuan terachir. Kemerdekaan hanjalah me-
rupakan djembatan emas untuk dapat bangsa Indonesia sampai
kepada tudjuan terachir, jaitu masjarakat jang adil makmur dan
diridlai oleh Allah s.w.t. jang sering orang sebut baldatun thajji-
batun wa rabbun ghafur. Tjita2 ini dituangkan dalam UUD 1945
pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari sesudah kemerdekaan Indo-
nesia diproklamirkan oleh Sukarno-Hatta, pada tanggal 17 Agustus
1945, Setjara menjeluruh, tjita2 itu tergambar dalam pembukaan
UUD 1945, kemudian diperintji pula dalam pasal2, seperti dalam
pasal 29 ajat (1) jang berbunji: Negara berdasar atas ke-Tuhanan
Jang Maha Esa, pasal-pasal 19 s/d 22 mengenai Deway Perwakilan
Rakjat dan pasal2 lain lagi. Meskipun pasal2-nja masih kurang
lengkap, sesuai dengan suasana pada waktu penjusunannija, tetapi
idee jang terkandung didalamnja jang merupakan Pantjasila, su-
dah tjukup baik dan memenuhi hasrat seluruh rakjat, kalau benar2
Pantjasila itu diamalkan setjara murni. Tetapi sajang, dalam prak-
teknja ada golongan dalam negara kita jang menjalah tafsirkan sila2
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dari Pantjasila itu sesuai dengan kepentingan golongannja. Hal ini
mengakibatkan timbulnja perasaan tidak puas terhadap Pantjasila
jang sebenarnja sudah tjukup baik itu, Rasa tidak puas itu achirnja
meletus dengan timbulnja bermatjam-matjam tindakan melawan
hukum jang sangat kita sajangkan itu. Kita sajangkan, karena
tindakan2 itu timbul dari orang2 jang merupakan golongan jang
benar2 dapat menerima Pantjasila itu dengan tjara djudjur, bukan
dengan tjara pura-pura sambil menunggu kesempatan untuk mere-
but kekuasaan guna melenjapkan Pantjasila itu, sebagai jang telah
dilakukan oleh P.K.I, : . =1

Sekarang setjara resmi P.K.I sudah tidak ada, maka disam-
ping kita harus waspada terhadap P.K.L tidak resmi, sekaligus kita
berkewadjiban mengamalkan Pantjasila setjara murni, dengan
menerapkan masing2 sila itu kedalam praktek sehari-hari dalam
kehidupan masjarakat kita, Lebih2 lagi baru beberapa hari jang lalu
kita memperingati hari ulang tahun ke 21 dari kemerdekaan kita,
jang berarti bahwa kita sudah 21 tahun merdeka. Atau dengap
lain perkataan, kemerdekaan kita sudah ber-umur 21 tahun. Umur
91 tahun, kalau anak sudah dianggap dewasa. Artinja ia sudah di-
anggap sempurna akalnja, sehingga ia diizinkan melakukan tin-
dakan hukum.

Tadi saja katakan, bahwa kemerdekaan itu bukanlah tudjuan
terachir, melainkan hanja merupakan djembatan emas untuk da-
pat sampai kepada tudjuan terachir, jaitu masjarakat jang adil,
makmur dan diridlai oleh Allah s.w.t.

Adil dan makmur tidak hanja dlm arti materiil, melainkan djuga
dalam arti moreel. Penduduk Indonesia jang berdjumlah sekarang
105 djuta dan terpentjar dipuluhan pulau diseluruh nusantara,
adalah sebahagian terbesar beragama Islam. Oleh karena itu kira-
nja tidaklah menjolok, apabila kepentingan umat Islam dimasa jang
akan datang lebih banjak mendapat tempat dalam perundang-
undangan dibandingkan dari masa jang sudah2, karena jang demi-
kian tidak merugikan golongan lain, Memang, oleh karena rakjat
Indonesia terdiri dari bhineka suku, Agama dan adat-istiadat, agak
sukar mengaturnja setjara keseluruhan. Tetapi kiranja tidaklah
berlawanan dengan ketentuan UUD 1945 pasal 1 ajat (1) tentang
negara kesatuan, apabila kepentingan2 jang belum dapat diatur
oleh pemerintah pusat setjara integral, diserahkan sadja penga-
turannja kepada daerah jang bersangkutan dalam rangka otonomi
daerah jang se-luas2-nja, sebagai jang dimaksudkan oleh Ketetap-
an MPRS No. XXI/MPRS/1966, atau boleh djuga diatur oleh pu-
sat, chusus untuk daerah?2 tertentu sadja, umpamanja untuk Pro-
pinsi Daerah Istimewa Atjeh, mengenai hal2 jang erat hubungan-
nja dengan Agama Islam. Malahan pemberian otonomi jang se-
luas2-nja itu djustru lebih mendjamin berlangsungnja negara ke-
satuan, karena dengan demikian, tidak akan timbul rasa tidak
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puas ferhadap pemerintah pusai sebagai jang sudah pernah ter-
djadi di-masa2 jang lalu.

Dalam hubungan ini ada hal jang tidak boleh dilupakan, ja-
#u timbulnja sesuatu peraturan hukum dalam negara demokrasi,
adalah manifestasi dari kemauan jang hidup dalam sesuatu masja-
rakat.

Oleh karena itu unfuk meng-golkan sesuatu/hasrat masjarakat
kedalam per-undang2an, kita harus menundjukkan bahwa hasrat
ifu memang hidup dalam masjaraka; dengan menggunakan segala
media jang legal, ja DPRD.,, ja partai, ja ormas, ja rapat umum,
ja rapat chusus dan lain2 sebagainja jang legal. Tidak tjukup satu
kali, ja dua kali, ja tiga kali, ja empat kali dan seterusnja. Pokok-
nja harus gigih, tidak boleh lekas bosan.

Kiranja disinilah letaknja kelemahan kita, kurang gigih dan
lekas bosan. Sekali dua kali diperdjuangkan tidak berhasil, lalu
apatis dan mendongkol. Lalu oleh pemerintah pusat dikira masalah
itu memang kurang hidup dalam masjarakat, karena hanja seben-
tar sadja bergema, kemudian hilang lenjap tertelan angin lalu.

Missi Hardi tahun 1959 jang menelorkan Keputusan Perdana
Menteri Republik Indonesia tgl. 26 Mei 1959 No. 1/Missi/1959.
mempunjai banjak saham dalam pemulihan keamanan di Atjeh.
Keputusan PM No. 1/Missi/1959 ini berisi bahwa Daerah Swatan-
tra Tingkat I Atjeh, dapat disebut : DAERAH ISTIMEWA ATJ EH,
dengan tjatatan bahwa kepada daerah itu tetap berlaku ketentuan-
ketentuan mengenai daerah swatantra Tingka; I seperti termuat
dalam UU No. 1 th. 1957 tentang pokok?2 pemerintahan Daerah,
begitu pula lain2 peraturan per-undang2an jang berlaku untuk da-
erah Tingkat I mengenai otonomi jang se-luas2nja. terutama da-
lam lapangan KEAGAMAAN, PERADATAN dan PENDIDIKAN.

Djadi sedjak pertengahan tahun 1959 terlaksanalah sarap saja
jang saja tulis dalam Mingguan SUNDAY COURIER di Djakarta
pertengahan tahun 1950, saran mana mendapat ketjaman hebat da-
ri podjok Madjalah ,GAMA?” di Jogjakarta.

Tetapi ini djuga tidak dapat didjadikan suatu kebanggaan ka-
rena sedjak 26 Mei 1959 itu sampai 7 April 1962, Daerah Istimewa
Atjeh itu hampir sama dengan seorang jang bernama Hadji, fetapi
‘l:idak.fb_elum pernah naik hadji. Karena kalau keistimewaan Dae-
rah Istimewa J ogjakarta terletak pada kedudukan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, maka keistimewaan Daerah Istimews
Atjeh pada waktu itu, adalah terletak nada tidak ada sesuatu jang
istimewa didalam Daerah Istimewa. Hal jang demikian itu baru
berubah sedjak keluarnja Keputusan Penguasa Perang Daerah un-
fuk Daerah Istimewa Atjeh tanggal 7 April 1962 No. KPTS/PE-
PERDA/061/3/1962 jang menetapkan : '
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Pertama : Terlaksananja setjara tertib dan seksama unsur2 Sjari-
‘at Agama Islam bagi pemeluk2nja di Daerah Istimewa
Atjeh dengan mengindahkan peraturan per-undang2an
Negara.

Kedua : Peneriiban pelaksanaan arti dan maksud aja; pertama
diatas, diserahkan sepenuhnja kepada pemerintah Dae-
rah Istimewa Atjeh,

Dalam konsideran Keputusan Peperda tersebuy diatas diterang-
kan :

1. Bahwa keamanan di Daerah Istimewa Atjeh jang telah ditjapai
pada tanggal 17 Agustus 1961, memerlukan adanja usaha2 lan-
djutan untuk mentjapai fase normalisasi, konsolidasi dan sta-
bilisasi bagi keamanan rakjat setjara merata menudju keaman-
an lahir batin.

2. Bahwa sebagai salah satu unsur integrasi jang pokok dalam
usaha mentjapai keamanan lahir dan batin sebagaimana di-
maksudkan diatas, perlu segera mengambil findakan, usaha2,
pemikiran2 jang luas dan mendalam guna mewudjudkan oto-
nomi jang se-luasZnja bagi Daerah Istimewa Atjeh, terutama
dibidang keagamaan jang merupakan realita jang hidup terus-
menerus di-tengah2 masjarakat Atjeh jang dipusakai turun-
femurun sedjak ber-abad2 hingga sekarang ini.

3. Bahwa guna mengambil langkah2 kebidjaksanaan untuk lebih
mendjamin pemeliharaan penjempurnaan keamanan lahir ba-
tin, dan pembangunan dalam Daerah Istimewa Atjeh dalain
rangka ofonomi jang se-luas2nja, maka Penguasa Perang Da-
erah Istimewa Atjeh perlu segera mengusahakan kebidjaksa-
naan berkenaan dengan pelaksanaan unsur2 Sjari’'at Agama Is-
lam, hal mana adalah sesuai dengan UUD 1945 jang didjiwat
oleh Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 jang merupa-
kan rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Didalam memori pendjelasan Keputusan Peperda tersebut an-

tara lain disebutkan :

1. Berkat Taufiq dan Hidajah Tuhan Jang Maha Kuasa dan de-
ngan bantuap seluruh rakjat, maka usaha pemulihan keaman-
an di Daerah Istimewa Atjeh sekarang telah dapai ditjapai
pada suatu “tonggak batas” jakni keamanan physik.

2. Keamanan setjara lahir akan dapat lebih terdjamin apabila
keamanan dalam arti batin dapat dipelihara dengan mengin-
dahkan suasana kehidupan rakjat jang diliputi oleh hidup ke-
agamaan jang merupakan realita di Daerah Atjeh dan dipusa-
kai turun-temurun sedjak ber-abad2 hingga kini.

3. Chusus mengenai otonomi dalam lapangan keagamaan untuk
rakjat Atjeh sesuai dengan djiwa turun-temurun dan hasrat
rakjatnja jang mendalam, fidak dapat dipisahkan dengan ha-
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srat melaksanakan unsur2 Sjari’a; Islam, karena Agama Islare
merupakan sendi hidup duniawi dan achirat bagi pemeluk2-
nja di Daerah Istimewa Atjeh.

Didalam pernjataan Missi Pemerintah Pusat tertanda Wakil
Perdana Menteri I Mr. Hardi tanggal 26 Mei 1959 pasal 2 ad 3 ter-
sebut : ,DALAM RANGKA OTONOMI SELUAS-LUASNJA MA-
KA DAERAH DAPAT MENGUSAHAKAN KEBIDJAKSANA-
AN BERKENAAN DENGAN UNSUR2 SJARI'AT AGAMA ISLAM”

Hal2 tersebut sengadja kami ungkapkan, dengan maksud su-
paja memberi pengertian kepada mereka jang tidak mengikuti
perkembangan daerah ini pada waktu itu, dan untuk menjegarkan
kembali ingatan mengenai hal itu kepada mereka jang memang
mengikuti perkembangan didaerah ini pada waktu itu. Sehingga
dengan demikian, kita harapkan tidak akan terdjadi lagi reaksi2
terhadap usaha merealisasikan Piagam Djakarta setjara legal se-
djak 5 Djuli 1959, sebagai jang telah terdjadi pada masa djajanja
P.K.I. sebelum peristiwa G.30.S.

Pada masa djajanja P.K.L, meskipun dengan mengalami rong-
rongan jang tidak kepalang tanggung dan melewati rintangan2 jang
beraneka rupa, Ummat Islam pada umumnja dan rakjat Atjeh pa-
da chususnja, sudah memperoleh hasil perdjuangan antara lain se-
bagai berikut :

1. Keluarnja Keputusan Perdana Menteri Republik Indomesia No.
1/Missi/1959 tanggal 26 Mei 1959 jang menjatakan bahwa Da-
erah Tingkat 1 Atjeh dapat disebut : DAERAH ISTIMEWA
ATJEH jang mempunjai otonomi se-luas2nja terutama dalam
lapanga, KEAGAMAAN, PERADATAN dan PENDIDIKAN.

2. Keluarnja Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 jang dalam
konsiderannja terdapat kalimat : ,Bahwa kami berkejakinan
bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945, mendjiwai
UUD 1945, dan adalah merupakan rangkaian dengan Konsti-
tusi tersebut”..

3. Keluarnja Keputusan Penguasa Perang Daerah untuk Daerah
Istimewa Atjeh No. KPTS/PEPERDA-061/3/1962 tgl. 7 April
1962 jang menetapkan terlaksananja setjara tertib dan seksa-
ma unsur2 Sjari'at Agama Islam bagi pemeluk2-nja di Daerah
Istimewa Afjeh, dengan mengindahkan peraturan per-undang2-
an negara.

4 Keluarnja Pernjataan DPRDGR Tingkat II Atjeh Selatan,
DPRDGR Tingkat II Atjeh Besar, DPRDGR Tingkat II Atjeh
Utara dan DPRDGR Tingkat II Atjeh Barat, masing2 tertang-
gal 1 Djuni, 7 Djuni, 25 Djuni dan 5 Agustus 1962, jang ma-
sing-masing mendukung Keputusan Peperda No. KPTS/PEPER-
DA -061/3/1962 dan mendesak Pemerintah Daerah Istimewa
Atjeh supaja ber-sama2 DPRDGR Tingkat I segera mengambil
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perumusan tentang maksud surat keputusan Peperda tersebut

diatas.

Keluarnja pernjataan DPRDGR Daerah Istimewa Atjeh No.

B-7/1/DPRD-GR/1962 tanggal 15 Agustus 1962 jang memutus-

kan :

I Dalam watas2 wewenang serta kemungkinan jang tidak
bertentangan dengan peraturan per-undang2an jang ber-
laku, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Atjeh akan me-
laksanakan Unsur2 Sjari’at Islam bagi pemeluk2nja sesuai
seperti prinsip2 jang terkandung dalam keputusan Peper-
da tanggal 7 April 1962 No. KPTS/PEPERDA-061/3/1962.

II. Untuk melaksanakan usaha tersebut, akan dibuat peratur-
an-peraturan Daerah dan untuk merentjanakan peraturan-

peraturan itu, dimana dianggap perlu, akan diserahkan ke-
pada suatu panitya jang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

III. Untuk mendjaga djangan sampai ada kesimpang-siuran
didalam pengertian dan penjelenggaraan tentang unsur2
Sjari’at Islam jang dimaksud, meminta kepada pemerintah
pusat supaja segera membuat Undang2 Pokok tentang
Agama.

Keluarnja Surat Penguasa Perang Tertinggi tanggal 27 Sep+

tember 1962 No. 02483/Peperti/1962, Perihal : Daerah Atjeh

dan Hukum Sjari’at Agama Islam, jang sesudah menela’ah :

1. Pernjataan Missi pemerintah pusat tertanggal 26 Mei 1959
diketuai Mr. Hardi, Wakil Perdana Menteri 1

2. Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tertanggal
26 Mei 1959 No. 1/Missi/1959 ;

3. Penetapan Presiden R.I. No. 6 tahun 1959 tentang pemerin-
tahan Daerah (disempurnakan).

4. Keterangan pemerintah mengenai pelaksanaan Demokrasi
Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Diutjapkan
oleh Menteri Pertama H. Djuanda dalam rapat pleno DPR
pada hari Senin tanggal 2 Maret 1959 ;

5. Djawaban tertulis pemerintah atas pemandangan/pertanjaan
19 orang anggota DPR jang diadjukan pada rapat2 pleno
ke 36 dan ke 37 tanggal 3 dan 4 Maret 1959 :

Sesudah menela’ah itu semua, maka Penguasa Perang Ter-
tinggi mengambil kesimpulan2 sebagai berikut :

1, Hukum Sjari’at Agama Islam tidak dengan gendirinja (oto-
matis) berlakunja, djuga tidak di Atjeh.

2. Dapat ditjiptakan per-undang2an bagi para pemeluk Aga-
ma Islam jang dapat disesuaikam dengan Agama Islam.

3. Berdasarkan pernjataan Missi Mr. Hardi, Pemerintah Da-
erah Istimewa Atjeh diperkenankam membentuk perun-
dang-undangan Daerah dalam lapamngan keagamaan, pera-

11



datan dan pendidikan jang didalamnja diambil kebidjaksa-
naan berkenaan dengan unsur2 Sjari’at Agama Islam dengan
tjatatan bahwa tidak bertentangan dengan garis2 besar
dari pada haluan negara, kepentingan umum atau peratur-
an per-undang2an jang lebih tinggi tingkatnja.

Surat tersebut diatas, ditanda tangani oleh Kepala Staf
Penguasa Perang Tertinggi Mr, Sutjipto.

7. Adanja pasal 88 ajat (2) a dari UU No. 18 th. 1965 tentang
pokok?2 pemerintahan daerah jang berbunji: ,Sifat istimewa
sesuatu daerah jang berdasarkan atas ketentuan mengingat
kedudukan dan hak2 asal-usul dalam pasal 18 UUD jang ma-
sih diakui dan berlaku hingga sekarang, atau sebutan Daerah
Istimewa atas alasan lain, berlaku terus himgga dihapuskant.

Jang dimaksudkan dengan Daerah Istimewa berdasarkan hak
asal-usul ialah Daerah Istimewa Jogjakarta, dan jang dimaksudkan
dengan Deerah Istimewa atas alasan lain ialah Daerah Istimewa
Atjeh.

Itu sebahagian dari hasil2 jang telah dapat diperoleh diwakiu
djajanja PKI jang merupakan batu penarung jang paling kuat.
Kini batu penarung itu sudah tidak ada lagi. Mestinja kita akan
lebih banjak mentjapai hasil dalam bidang pémbangunan mental
ini. Tetapi kita harus ingat, bahwa meskipun musuh sudah tidak
ada, namun hasil djuga tidak ada, kalau kita tidak mau berbuat
dan tidak mau berusaha. Kalau dalam membangun daerah dibi-
dang-bidang lain banjak memerlukan uang, maka pembangunan
mental dan pembinaan hukum, boleh dikatakan tidak memerlukan
uang,

Diantara soal2 jang sangat perlu mendapat perhatian dalam
bidang ini ialah :

1. Socal Pengadilan Agama atau Mahkamah Sjar’ijah.
Perundang-undangan mengenai ini sudah mulai ada sedjak ta-
hun 1882, jaitu ketetapan Radja Belanda jang diumumkan dalam
Stbl. th. 1882, No.152. Dalam ketfetapan Radja Belanda tersebut
Pengadian Agama disebut Priesterraad dan belum ada ketentuan
mengenai kekuasaannja. Oleh karena itu, maka Raad Agama itu
sendiri menetapkan perkara2 apa jang dipandang masuk dalam
lingkungan kekuasaannja; umumnja ialah perkara2 jang berhu-
bungan dengan pernikahan, pertjeraian, mahar, nafagah, perwali-
an, warisan dan waqaf. Pada tahun 1937 diadakan perubahan dan
tambahan dengan keluarnja Stbl. 1937 No. 116 jang menetapkan
kekuasaan Pengadilan Agama di Djawa dan Madura itu hanja da-
pat mengadili :
a. perselisihan antara suami isteri jang beragama Islam.
b. perkara2 tentang : 1) nikah, 2) thalaq. 3) rudju’ dan 4) sjigaq.
¢. memberikan keputusan pertjeraian.
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d. menjatakan bahwa sjarat untuk djatuhnja thalaq jang digan-
tungkan (ta’liqut-thalag) sudah ada.

perkara mahar atau maskawin.

perkara tentang nafagah.

™o

Dengan adanja penetapan kekuasaan tersebut, berarti keku-
asaan Pengadilan Agama mendjadi berkurang, karena soal warisan
dan waqaf tidak termasuk.

Bagaimana Pengadilan Agama di Atjeh? Pada zaman Hindia Be-
landa, Daerah Atjeh hampir seluruhnja ter-bagi2 dalam daerah
Zelfbestuur jang mempunjai hak memerintah sendiri, artinja pe-
merintah Hindia Belanda tidak langsung memerintahnja. Oleh ka-
rena itu Pengadilan Agama-pun diatur sendiri oleh Zelfbestuurder,
dengan masing2 mengangkat seorang Qadli.

Pada zaman Djepang, qadli2 pada tiap2 daerah bekas daerah
zelfbestuur jang pada waktu itu disebut Son, dinamakan Qadli-Scn,
dan di-tiap2 Kabupaten diangkat seorang Qadli Tyo jang meng-
koordinir Qadli2 Son itu. Kemudian di-ibu kota Atjeh Kutaradja
diadakan Atjeh Syu Syu Kio Hooin (Pengadilan Agama Daerah
Atjeh) dibawah pengawasan Tihoo Hoointyo (Kepala Pengadilan
Negeri). Tugas Pengadilan ini belum sempat diatur baik, lalu
Djepang kalah.

Pada masa sesudah proklamasi kemerdekaan sampai sa’af
penjerahan kedaulatan, hubungan Atjeh dengan pemerintah pusat
di Djakarta dan Jogjakarta, hanjalah via radio sadja. Oleh karena
itu segala sesuatu berdikari sungguh2, sampai uang kertas mentje-
tak sendiri jang dinamakan Orika. Sesuai dengan suasana jang de-
mikian rupa, maka pembentukan Pengadilan Agama-pun dilaku-
kan sendiri, jaitu pada tanggal 1 Agustus 1946. Pengadilan Agama
itu bernama Mahkamah Sjar’ijah. Tindakan ini diakui sah oleh
wakil pemerintah pusat jang pada waktu itu berkedudukan di Pe-
matang Siantar, terbukti dengan surat kawatnja tanggal 13 Dja-
nuari 1947 No. 189, disusul oleh surat kawat Wakil Kepala Dja-
watan Agama Propinsi Sumatera tanggal 22 Pebruari 1947 No.
226/3/Djaps jang menginstruksikan pembentukan Mahkamah Sjar-
‘ijah dan kawat No0.896/3/Djaps menetapkan hak kekuasaan Mah-
kamah tersebut.

Untuk menguatkan instruksi Djawatan Agama Propinsi Su-
matera tersebut, maka Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Rakjat
Atjeh dalam sidangnja tanggal 3 Desember 1947 dengan keputus-
an No. 35 telah menetapkan :

I. bahwa hak kekuasaan Mahkamah Sjar'ijah (Pengadilan Aga-
ma) jaitu memutuskan :

a. perkara nikah, thalag, rudju’ dan nafagah.

b. pembagian pusaka.

c. mengurus harta wagaf, hibah shadagah, dan

12



d. mengurus baital mal.
II. vonnis2 jang bersangkutan ini dipandang serupa dengan keku-
atan vonnis Hakim Negeri.
III. buat sementara menunggu ketentuan dari Propinsi, maka urus-
i an faraidl harta pusaka, ditetapkan terus mendjadi hak Mah-
kamah Sjar'ijah (Pengadilan Agama) dan tidak lagi mendjadi
hak Hakim Rendah atau Hakim Negeri.

Kemudian untuk memberi dasar hukum jang lebih kuat bagi
Pengadilan Agama di Propinsi Atjeh, maka pada tanggal 6 Agus-
tus 1957, dikeluarkanlah P.P. No. 29 th.1957 (L.N.th. 1957 No. 13).
Kemudian Pemerintah memandang bahwa P.P. No.29 th.1957 itu
dapat didjadikan pedomapn untuk membentuk Pengadilan Agama
didaerah lain diluar Djawa dan Madura. Oleh karena itu pada tgl
5 Oktober 1957 dikeluarkanlah P.P. No. 47 th. 1957 tentang pemben-
tukan Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar’ijah diluar Djawa-Madu-
ra dan mentjabut P.P. No. 29 th. 1957 tersebut diatas.

Pasal 1 PP No. 45 th. 1957 itu menerangkan, bahwa di-tempat2
jang ada Pengadilan Negeri, ada sebuah Pengadilan Agama/Mah-
kamah Sjar’ijah jang daerah hukumnja sama dengan daerah hu-
kum Pengadilan Negeri.

Mengenai kekuasaan Pengadilan Agama itu diterangkan da-
lam pasal 4 sebagai berikut :

(1) Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar’ijah menerima dan memu-
tuskan perselisihan antara suami isteri jang beragama Islam,
dan segala perkara jang menurut hukum jang hidup diputus
menurut hukum Agama Islam jang berkenaan dengan nikah,
thalag, rudju’, fasach, nafagah, maskawin (mahar), tempat ke-
diaman (maskan), mut’ah dap sebagainja, hadlanah, perkara
waris-mewaris ‘wagaf, hibah; shadagah, baital-mal dan lain2
jang berhubungan dengapn itu, demikian djuga memutuskan
perkara pertjeraian dan mengesahkan bahwa sjarat ta’lik su-
dah berlaku.

(2) Pengadilan Agama/Mahkamah Sjarijah tidak berhak meme-
riksa perkara2 jang tersebut dalam ajat (1) kalau untuk per-
kara itu berlaku lain dari pada hukum Agama Islam.

(3) Apabila orang tidak hendak melakukan keputusan jang di-
djatuhkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar’ijah, jang
berkepentingan dapat menjerahkan salinan keputusan itu ke-
pada Ketua Pengadilan Negeri ditempat Pengadilan Agama/
Mahkamah Sjar’ijah itu.

(4) Setelah ternjata kepadanja bahwa keputusannja itu fidak ada
halangan lagi didjalankan. Ketua Pengadilan Negeri menerang-
kan bahwa keputusan itu sudah dapat didjalankan. Keterangan
itu dibuatnja disebelah atas salinan surat keputusan itu, dibu-
_buhi hari, bulan, tahun serta tanda tangan.
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(5) Sesudah itu, keputusan dapat didjalankan menurut aturan2
. mendjalankan keputusan sipil Pengadilan Negeri.

Teoritis, hak kekuasaan Pengadilan Agama diluar Djawa dan
Madura, adalah lebih banjak, lebih luas dan lebih lebar. Tetapi di-
dalam prakteknja hampir sama sadja. Sebabnnja ialah karena hal-
hal jang masuk kekuasaan Pengadilan Agama, ada djuga jang ma-
sih mendjadi hak kekuasaan Pengadilan Negeri. Hal ini menim-
bulkan kesulitan dalam pelaksanaan. Sebab sudah mendjadi tabi-
'at manusia, bahwa ia tidak mau kalah, melainkan selalu ingin
menang. Segala daja dan dana dipergunakan untuk mendapatkan
kemenangan itu. Masih adanja hak Pengadilan Negeri mengenai
perkara faraidl umpamanja, sudah barang tentu orang jang kalah
di Pengadilan Agama, akan mengadjukan sekali lagi perkara ke-
pada Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian keputusan Pe-
ngadilan Agama mendjadi sia2 belaka.

Selain dari itu, djuga ada ketentuan bahwa Pengadilan Agama
tidak mempunjai hak executie atas keputusannja, menjebabkan se-
ringkali keputusan itu tidak berdjalan. Djuga ketentuan untuk
diexekutir keputusan Pengadilan Agama itu dalam hal jang ber-
sangkutan membangkang harus ada keterangan tambahan dari
Ketua Pengadilan Negeri atas salinan keputusan itu, menimbulkan
pandangan rendah terhadap keputusan Pengadilan Agama itu.

Mungkin masih adanja ketentuan sematjam itu, disebabkan
pleh belum penuhnja kepertjajaan pemerintah kepada tjukupnja
tenaga2 jang dapat diharapkan tidak akan bertindak melampaui
batas kekuasaannja dalam mendjatuhkan sesuatu keputusan ' Pe-
ngadilan. Barangkali dengan semangat ini pula maka pada ftahun
1948 sudah pernah diumumkan UU No. 19 th, 1948 tentang Susun-
an dan Kekuasaan Badan2 Kehakimap dan Kedjaksaan. UU No.
19 th. 1948 ini bermaksud hendak menjederhanakan Pengadilan2
jang ada, termasuk Pengadilan Agama. Untuk menampung perso-
alan-persoalan jang sebelumnja diurus oleh Pengadilan Agama,
diadakan pasal 35 ajat (2) jang berbunji :

,Perkara2 perdata antara orang Islam jang menurut hukum
jang hidup harus diperiksa dan diputus menurut hukum Aga-
manja, harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri,
jang terdiri dari seorang Hakim jang beragama Islam sebagai
Ketua dan dua orang Hakim ahli agama Islam sebagai anggo-
ta, jang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama de-
ngan persetudjuan Menteri Kehakiman™.

Meskipun Undang2 ini sudah mendjadi Undang2 dengan per-
setudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat jang merupakan
Dewan Perwakilan Rakjat pada waktu itu dan sudah diumumkan
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pula pada tanggal 8 Duni 1948, tetapi rupa2nja pemerintah sendiri
masih ragu? tentang dapat berdjalannja Undang?2 itu dengan baik,

atau dengan perkafaan lain, masih disangsikan akap penerimaan

baik dari Ummat Islam terhadap Undang? itu. Ini dapat terlihat
dalam pasal terachir jaiflu pasal 72 jang berbunji : ,Undang? ini
mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan oleh Menteri Keha-
kiman”. Kenjataannja-pun Undang2 itu sampai saat ini belum per-
nah diumumkan berlakunja. Malahan pada tahun 1951 Pemerintah
mengundangkan Undang2 Darurat No.1 th. 1951 jang djuga me-
njederhanakan Pengadilan2 jang ada, tetapi masih tetap mengakui
adanja Pengadilan Agama,

Kemudian pasal 7 ajat (1) Undang? Pokok Kekuasaan Keha-
kiman, jaitu Undang2 No. 19 th. 1964, dengan tegas mentjantum-
kan Peradilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman
jang mendjalankan fungsi hukum sebagai pengajoman. Lengkap-
nja ajat (1) pasal 7 itu adalah sebagai berikut :

+(1) Kekuasaan Kehakiman jang berkepribadian Pantjasila jang
mendjg_!ankan fungsi hukum sebagai pengajoman, dilaksana-

kan oleh Pengadilan dalam lingkungan :
a, Pengadilan Umum:

b. Pengadilan Agama;
e. Pengadilan Militer;

d. Pengadilan Tata Usaha Negara”.

Kemudian ajat (3) pasal itu djuga menerangkan bahwa semua
Pengadilan jang tersebut pada ajat (1), tehnis berada dibawah pim-
pinan Mahkamah Agung. tetapi organisatoris adminisivatif dan fi-
nansiil ada dibawah kekuasaan Departemen Kehakiman, Departe-
men Agama dan Departemen?2 dalam lingkungan Angkatan Ber-
sendjata.

Sekarang Fakultas Sjari’ah (Hukum Islam) dalar lingkungan
IAIN sudah banjak dibuka, malahan sebagian diantaranja sudah
ada jang menghasilkan sardjana. Pada Fakultas Sjariazh itu selain
diadjarkan vak2 mengenai Hukum Islam, djuga diberikan vak2
mengenai hukum umum. Umpamanja Hukum Perdata, Hukum
Atjara Perdata, Hukum Pidana, Hukum Atjara Pidana, Hukum In-
ergentil dan lain2 sebagainja. Oleh karena itu, meskipun tenaga
ahli belum tjukup benar. kiranja sekarang sudah dapat dimulai
peningkatan Pengadilan Agama itu didaerah2 jang mendesak, se-

.perti di Daerah Istimewa Atjeh atau dan daerah? lain jang ham-

pir serupa.

oL, N i |
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Seiring dengan itu ada dua hal pokok jang perlu segera men-

dapat perhatian pemerintah, jaitu :

1.

menghilangkan kegandjilan2 seperti telah saja uraikan tadi,
karena hal jang demikian itu, merendahkan deradjar Penga-
dilan Agama. :

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, menindjau
kembali golongan kepegawaian Hakim2 Agama, sehingga me-
mungkinkan seorang sardjana ditempatkan disitu.

Kalau keadaan seperti sekarang diferuskan, djangankan orang

dari luar, orang dari dalam sendiri, kalau sudah mendjadi sardja-
na, ingin keluar pindah ketempat lain. Kalau ini terdjadi ierus2an,
maka tidak ada harapan taraf Pengadilan Agama itu dapat kita
tingkatkan,

Demikian uraian saja, mudah2an mendapat perhatian.
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